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WALI KOTA BINJAI 

PROVINSI SUMATERA UTARA 

PERATURAN WALI KOTA BINJAI 
NOMOR 11 TAHUN 2022 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BINJAI NOMOR 31 TAHUN 2018 

TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN PERSALINAN  
KOTA BINJAI 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALI KOTA BINJAI, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan hak hidup sehat bagi ibu 

hamil, ibu melahirkan dan bayi baru lahir serta menurunkan 
angka kematian ibu melahirkan dan bayi baru lahir; 

  b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada ibu 

hamil, ibu bersalin dan bayi baru melahirkan  serta 
memperluas cakupan persalinan pada fasilitas kesehatan 
dan penanganan kehamilan dan persalinan; 

  c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum perlu 
menetapkan sumber dana program jaminan persalinan; 

  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan 
Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan 

Walikota Binjai Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Program Jaminan Persalinan Kota Binjai; 

 
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
  2. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang 

Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam 

Lingkungan  Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, 
Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 

1092); 
  3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 

Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6573); 

  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  

   6573);       

                                                                             5. Undang-Undang......... 

SALINAN 
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5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6398); 

  6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6573); 

  7.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

  8.  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6573); 
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 

Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten 
Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3322); 
   10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2012 tentang 

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294); 

   11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2013 Nomor 29); 
  12. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 

Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130); 

   13. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 
2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 260); 
 

 
 

14. Peraturan......... 



jdih.binjaikota.go.id 

   14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 157); 
   15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang 

Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan 

Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga 
Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 

tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam 
Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 442); 

   16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang 
Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik 
Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 170);    
 

MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN WALIKOTA BINJAI NOMOR 31 TAHUN 2018 
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN 

PERSALINAN KOTA BINJAI.      
            

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Binjai Nomor 31 
Tahun  2018  tentang Pedoman Pelaksanaan  Program  Jaminan  
Persalinan Kota Binjai (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2018 

Nomor 31) diubah sebagai berikut: 
         

1. Ketentuan Pasal 1 angka 15 dihapus sehingga berbunyi 
sebagai berikut: 

 

     Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:  

1. Daerah adalah Kota Binjai. 
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan 
perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan 
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 
1945.  

3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 
 

4. Wali Kota......... 
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4.  Wali Kota adalah Wali Kota Binjai. 
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Binjai. 

6. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 
adalah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga 
Berencana Kota Binjai. 

7. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset 
Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPAD adalah 

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset 
Daerah Kota Binjai. 

8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Binjai. 

9. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat 
RSUD adalah RSUD Dr. R.M. Djoelham Binjai. 

10. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah 

Dr.R.M.Djoelham Binjai. 
11. Program Jaminan Persalinan yang selanjutnya disebut 

Program Jampersal adalah jaminan pembiayaan 
pelayanan persalinan yang meliputi pemeriksaan 
kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas 

termasuk pelayanan KB pasca persalinan dan pelayanan 
bayi baru lahir yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di 
fasilitas kesehatan. 

12. Rumah Tunggu Kelahiran yang selanjutnya disingkat 
RTK adalah suatu Upaya Kesehatan Bersumberdaya 

Masyarakat (UKBM), berupa tempat (rumah/bangunan 
tersendiri) yang dapat digunakan untuk tempat tinggal 
tersendiri bagi ibu hamil yang akan melahirkan hingga 

nifas, termasuk bayi yang dilahirkannya serta 
pendampingnya. 

13. Pendamping adalah suami, kader, keluarga atau petugas 
kesehatan yang menunggu persalinan tiba dan beberapa 
hari setelah bersalin di RTK. 

14. Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disingkat 
PPK adalah sarana pelayanan kesehatan yang ditunjuk 
untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi peserta 

Program Jampersal. 
15. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut 

Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan  yang 
menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan 
upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan 

lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk 
mencapai derajat kesehatan masyarakat setinggi-

tingginya di wilayah kerjanya. 
16. Fasilitas Kesehatan adalah institusi pelayanan kesehatan 

sebagai tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan 

pelayanan   kesehatan,  baik   promotif,   preventif,   
kuratif mupun rehabilitatif yang dilakukan oleh 
Pemerintah, TNI/ POLRI, dan Swasta. 

17. Peserta Program Jampersal adalah setiap ibu hamil, ibu 
bersalin, ibu nifas, dan bayi baru lahir miskin dan tidak 

mampu yang belum mempunyai jaminan pembiayaan 
oleh JKN/ KIS, atau jaminan kesehatan lainnya. 

18. Persalinan adalah proses lahirnya bayi cukup bulan atau 

hampir cukup bulan baik secara spontan maupun 
disertai penyulit yang memerlukan tindakan medis. 

 
 

19. Pelayanan......... 
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19. Pelayanan transport rujukan adalah:  
a. transportasi untuk keperluan rujukan ibu hamil 

normal baik melalui rumah tunggu maupun langsung 
ke puskesmas atau rumah sakit; 

b. rujukan ibu hamil resiko tinggi dari rumah ibu hamil 

ke puskesmas baik melalui rumah tunggu maupun 
langsung ke  puskesmas atau rumah sakit, atau dari 

puskesmas ke rumah sakit; 
c. rujukan untuk pelayanan perawatan kehamilan ke 

rumah sakit atas indikasi medis. 

20. Perawatan kehamilan resiko tinggi adalah pelayanan 
yang diberikan selama ibu hamil dengan indikasi medis/ 
resiko tinggi mendapat perawatan di rumah sakit kelas 

III. 
21. Keluarga berencana adalah upaya peningkatan 

kepedulian dan peran serta masyarakat melalui 
pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, 
pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan 

kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga 
kecil bahagia sejahtera. 

22. Keluarga Berencana Pasca Salin adalah pelayanan 

Keluarga Berencana yang diberikan kepada ibu 
melahirkan sampai dengan 42 (empat puluh dua) hari 

setelah melahirkan, berupa IUD, implant, dan suntik 
dengan alat kontrasepsi. 

23. Sewa Rumah Tunggu Kelahiran adalah sewa rumah 

tempat ibu hamil miskin dan tidak mampu, serta ibu 
hamil beresiko tinggi mendapatkan pemeriksaan 

kesehatan sebelum melahirkan di puskesmas, termasuk 
biaya makan minum bagi pasien, keluarga pendamping 
dan petugas kesehatan/kader, listrik, air dan kebersihan. 

24. Dana pelayanan Jaminan Persalinan adalah belanja 
rujukan persalinan dan neonatal (biaya transportasi 
dan/atau sewa alat transportasi) serta biaya dukungan 

biaya persalinan bagi ibu hamil miskin yang tidak 
mempunyai jaminan kesehatan. 

25. Puskesmas Rawat Inap adalah puskesmas yang siap 24 
(dua puluh empat) jam, sebagai rujukan antara kasus-
kasus rujukan dari Puskesmas dan Puskesmas 

Pembantu. 
26. Ante Natal Care yang selanjutnya disingkat ANC adalah 

pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan untuk ibu 
selama kehamilannya dilaksanakan sesuai dengan 
standar pelayanan antenatal yang ditetapkan. 

27. Post Natal Care yang selanjutnya disingkat PNC adalah 
pelayanan kesehatan sesuai standar pada ibu mulai 6 

(enam) jam sampai 42 (empat puluh dua) hari pasca 
bersalin oleh tenaga kesehatan. 

 

2.  Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal 3 

Objek Program Jampersal adalah pelayanan kesehatan di 
Puskesmas, Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Umum 

Swasta dan Klinik Swasta Ruangan Kelas III. 
 
 

3. Ketentuan......... 
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3. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal 11 
Sumber dana program Jampersal berasal dari Dana Alokasi 
Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan dan Anggaran Pendapatan 

Belanja Daerah (APBD). 
 

4. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) huruf b diubah sehingga 
berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 14 
(1) Puskesmas, Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit  

Umum  Swasta dan Klinik Swasta menerima pembayaran 
setelah klaim yang diajukan diverifikasi oleh Tim Verifikasi. 

(2) Klaim yang diajukan berdasarkan: 

a. tarif sesuai yang ditentukan; dan 
b. klaim pembayaran yang diajukan oleh Puskesmas, 

Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Umum 

Swasta dan Klinik Swasta. 
(3) Klaim diajukan ke Dinas melalui Bidang Kesehatan 

Masyarakat selaku pengelola dana program jampersal. 
(4) Setelah diverifikasi oleh tim verifikasi, Kepala Dinas 

mengajukan pencairan dana melalui BPKAD dengan 

mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

 

Pasal II 
 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita 
Daerah Kota Binjai. 

 
 Ditetapkan di Binjai 

 pada tanggal 22 April 2022                      

                         WALI KOTA BINJAI, 
 

 

                                                                                 ttd 

 
 AMIR HAMZAH 

 
 
 

Diundangkan di Binjai 
pada tanggal 22 April 2022 

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI, 

 
             ttd 
 
 

IRWANSYAH NASUTION 

BERITA DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2022 NOMOR 11 
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